BAB VI
PENUTUP
6.1  Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenaiKebijakan Pemerintah
Daerah Kabupaten Sikka Dalam Tata Kelola Angkutan Umum di Kota
Maumeresebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:

6.1.1 Kebijakan Transportasi Yang Terkonsolidasi

Kebijakan Transortasi yang terkonsolidasi maksudnya upaya pemanfaatan
kapasitas moda transpotasi yang tersedia dan pemanfaatan kapasitas sarana dan
prasarana transportasi.

A Pemanfaatan Kapasitas Moda Transportasi Yang Tersedia Secara
Maksimum.

pemanfaatan kapasitas moda transportasi yang tersedia secara maksimum
sudah sangat baik hal ini ditunjukkan dengan banyak kendaraan untuk angkutan
umum Yyaitu sebanyak 1.528 yang terdiri atas moda transportasi untuk angkutan
perkotaan dan pedesaan serta disesuaikan dengan Rute dan Tarif moda transportasi
yang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan

Penumpang dan Angkutan Barang di Kabupaten Sikka.
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B. Pemanfaatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi.

Pemanfaatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi belum memadai
seperti luas terminal yang tidak cukup. Luas terminal saat ini 30 km? diharapkan bisa
mencapai 50 km2untuk menampung angkutan umum, jalan yang berlubang dalam
terminal, rambu dan marka lalu lintas yang umumnya sudah rusak, kebersihan
lingkungan terminal dan WC sehingga perlu adanya Kebijakan dari Pemerintah
Kabupaten Dalam membenahi segala masalah-masalah yang berkaitan dengan sarana

dan prasarana transportasi yang ada di Kota Maumere.

6.1.2 Kebijakan Transportasi Yang Terkoordinasi

Kebijakan Transportasi yang terkordinasi maksudnya masing-masing jenis
sarana angkutan perkoataan dalam melaksanakan usaha kegiatannya yang meliputi,
penentuan tarif angkutan dan penentuan rute atau trayek yang di layani.
A. Penentuan Tarif Angkutan

Penentuan Tarif Angkutan sudah sesuai dengan regulasi yang ada yaitu
Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penumpang
Dan Angkutan Barang Di Kabupaten Sikka namun realita yang terjadi dilapangan
para sopir menentukan sendiri Tarifnya sendiri atau tidak mengikuti tarif harga yang

diberikan oleh Pemerintah.
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B. Penentuan Rute Atau Trayek yang Dilayani

Penentuan Rute Atau Trayek yang Dilayani sudah sesuai dengan regulasi
yang ada yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032 dan Peraturan
Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penumpang Dan
Angkutan Barang Di Kabupaten Sikka
6.1.3 Kebijakan Transportasi Yang Harmonis

Kebijakan transportasi yang harmonis maksudnya kegiatan yang dilakukan
melalui berbagai unsur, satu sama lain tidak terjadi benturan untuk menciptakan
keadaan yang lebih tinggi. Sistem transportasi perkoataan yang harmonis dapat
diwujudkan meliput, manajemen yang cerdas dan perilaku kegiatan transportasi.
A Manajemen Lalu Lintas yang Cerdas

Manajemen Lalu Lintas yang Cerdas yang dilakukan dengan membuat

rambu-rambu lalu lintas dan plang-plang di titik-titik area pemarkiran kendaraan liar
yang ada di kabupaten sikka serta bekerja sama dengan polres setempat untuk
mengatasi para kendaraan yang memarkir kendaraannya, penjagaan yang tertib dari
dinas perhubungan di sekitar area terminal serta langkah-langkah dan sanksi bagi
kendaraan yang melanggar diatur lebih lengkap dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Sikka Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum.
B. Perilaku Kegiatan Transportasi

Perilaku Kegiatan Transportasi sangat buruk dimana semakin meresahkan dan

membahayakan pengguna jalan dan juga dirinya sendiri. Pasalnya, para sopir
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angkutan umum tersebut mengambil dan menurunkan penumpang bukan didalam
area terminal serta hanya akan tertib ketika ada petugas LLAJ yang bertugas di lokasi
dan kecilnya trerminal dalam menampung kendaraan.

6.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disimpulkan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka khususnya Dinas LLAJR lebih
memperhatikan penerapan kebijakan dalam hal Tata Kelola Angkutan
Umum sehingga kebijakan yang ada dapat diterapkan secara maksimal dan
menunjang perkembangan dan kelancaran aktivitas sosial ekonomidi Kota
Maumere.

2. Diharapkan adanya edukasi dari Pemerintah Daerah kepada Pengemudi
kendaraan umum maupun setiap pemakai jasa angkutan umum agar wajib
menaati setiap aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan
Kabupaten Sikka sehingga pelaksanaan kebijakan sesuai dengan pedoman
transportasi nasionaldan menciptakan arus transportasiperkotaan menjadi
lebih baik.

3. Seharusnnya Pemerintah Kabupaten Sikka harus membuka lahan baru
untuk Terminal Lokaria yang ada di Maumere, karena lahan atau Terminal

sangat kecil dan tidak bisa memuat kendaraan atau angkutan kota.
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